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Kemendikbud berkilah :
temuan BPK kadang-kadang
hanya bersifat administratif.

JAKARTA — Badan Akuntabi-
litas Keuangan Negara (BAKIN)

DPR menemukan berbagai indilkasi

renyimpangan dalam kinerja ke—
uangan 16 perguruan tinggi negeri
(PTIN) dan tiga Direktorat Jenderal
(Ditjen) Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaarn.:

Anggota BAKN DPR Eva Kusu—
ma Sundari mengatakan, temuan

‘tersebut terkait proses pengadaan

barang jasa, penerimaan negara bii—
kan pajalk (PINBP), dan rekening-re—
kening liar di 16 PTIN dan _tiga IDit=
jen Kemendikbud. “Flasil penhelaah—
an kami, itu terdapat berbagai Pe—
nyimpangan,’” kata Eva, di Jakarta,
Sabtu (1/9). -

Fva mengatalkkan, Penyimpangar

kinerja keuangan 16 PTIN dan tiga
Ditjen Kemendikbud berasal dari

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

yang ditelaah BAKN. LHP yang di— ¥

telaah adalah LLEHP keuangan Ke—
mendikbud untulk anggaran tahun
2008, 2009, dan 2010.

Atas temuan tersebut, Eva me—
negaskan, BAKIN mendesalk Komisi
X segera menindaklanjuti hasil te—
laah BAKIN. Menurutnya, Komisi X
harus segera melakukan rapat kerja
dengan Kemendiknas. “Ini penting
untuk mencari tahu kebenaran dari
hasil telaah BAKIN. Rapat kexrja
dengan Mendiknas juga untulk
mencari tahu permbenahan-pembe—

nahannya,” lkata Eva.

Eva menjelaskan, ada tiga per—
masalahan yang ditelaah BAXKIN
terkait penganggaran pengadaan

barang di 16 PTIN. Pertama, Pagu

anggaran bukan dari usulan Ke—
mendiknas. Kedua, penggunaan
anggaran tidak sesuiai peruntulkan.

Ketiga, penggunaan PINBP yang ti- -

dak sesuai keppres. “Bulkan: hanya

Banggar DPR yvang harus dipersoal— ¥

kan, tapi juga kementerian dan lci—
nerja Kementerian Keuangan, ter—

anga
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- Ditjen Peningkatan Mutu Pendi

utama dalam hal pencairan dana
yang prosesnya secara politik tidak
benar dan akuntabel,” Praparnya.
Adapun 16 PTIN dan tiga Ditjen
Kemendikbud yang ditelaah BAKINN

- adalah Universitas Sumatera Utara

di Medari, Universitas Lambung

- : Manglurat di Banjarmasin, Univer—
sitas Aidrlangga di Surabaya, Uni-—

versitas Padjadjaran di Bandung,
Umniversitas Gadjah Mada di Yogya—

‘karta, Universitas Mataram di Ma—

taram, Universitas Riau di Pekan—
baru, Universitas WNWusa Cendana di
Kupang, Universitas Haluuleo di
Kendari, Universitas Mulawarman

S diSamarinda, Universitas Andalas

di Padang, Universitas Sam Ratu—
langi di Manado, Universitas Indo—
nesia di Depolk, Universitas Udaya—
na. di Denpasar, Institut Telknologi
Bandung di Bandung, dan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember di
Surabaya.

Adapun-ketiga Ditjen di Kemen—
dikbud adalah Ditjen Pendidilkan
Tinggi, Ditjen Manajemen Pendi-—
dikan Dasar dan Menengah, dan

dilz—
an Kemendiknas. foo

Eva menjelaskan, kejanggal_an
Penggunaan keuangan terdapat pa—
da masalah perencanaan yang tidalk
sesuail aturan serta penyusunan har—
ga perkiraan sendiri (HHPS) yangs
bersifat proforma dan berindikasi
kemahalan serta melanggar Keppres
80 tahun 2003. “Praktik yang tidal
sesuai prinsip money follows furic—
ZZzons ini totalnya sebesar Rp 137,3
miliar,” kata Eva. 3 ; :

Temuan yang diduga telah ter—
masuk kategori penyimpangan ang—
garamn terbesar terjadi di Universitas
Sumatra Utara (Rp 55 miliar), UUri—
versitas Aldrlangga (Rp 5 miliar),
TUniversitas Lambung Mangkurat
(Rp 4,3 miliar), Ditjen. Pendidikan
Dasar Menengah Kemendiknas Rp
15 miliar), dan Ditjen Peningkatan

DMutu Pendidikan -(Rp 58 miliar).

Eva mengatalkan, BAKIN juga

- menemukan Ketidaksesuaian relak-—
- sanaan proyek di 16 PTIN. Ketidal—

sesuaian itu, misalnya, terkait kon—
trak seperti yang terjadi di Uni-—
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